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QANUN ACEH  

NOMOR 7 TAHUN 2014 

TENTANG 

KETENAGAKERJAAN 

  

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  

 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

GUBERNUR ACEH, 

Menimbang :   a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara 

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 
(Memorandum of Understanding between the Goverment of 

Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 
15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan 

Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka 
untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, 

menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, 
dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi 
sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan 

melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Aceh tenaga kerja 
dan pengusaha mempunyai peranan dan kedudukan yang 

sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan 
maka diperlukan suatu kepastian hukum terhadap hak dan 
kewajiban antara tenaga kerja dan pengusaha; 

c. bahwa untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Pasal 174 
ayat (5), Pasal 175 ayat (4) dan Pasal 176 ayat (4) Undang-

Undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c,  perlu membentuk 
Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan 
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1103); 

 

 

3. Undang-Undang... 
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279);  

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaga Negara Republik 

Indonesia Nomor 4633); 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT ACEH 

dan 

GUBERNUR ACEH 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG KETENAGAKERJAAN.   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:  

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi 

kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang 
Gubernur. 

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai 
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan 

khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. 

4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan 

Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh. 

5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih 

melalui suatu proses demokratis yang dilakukan 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil. 

 

6. Pemerintah Kabupaten/Kota... 
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6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara 

Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas 
Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.  

7. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota 
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil.  

8. Satuan Perangkat Kerja Aceh selanjutnya disebut SKPA 
adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan 
Pemerintah Aceh yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan 

kewenangan di bidang ketenagakerjaan. 

9. Satuan Perangkat Kerja Kabupaten/Kota selanjutnya disebut 

SKPK adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok, 

fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan. 

10. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan 
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan 

sesudah masa kerja.  

11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. 

12. Tenaga Kerja Aceh adalah Tenaga Kerja yang bertempat 
tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, 

ras, agama, dan keturunan.   

13. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan 

hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan 
tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain. 

15. Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan 
Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan 

perorangan didalam atau di luar negeri yang 
bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja. 

16. Pengusaha adalah: 

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum 
yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum 
yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan 

bukan miliknya;  

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum 

yang berada di Indonesia mewakili perusahaan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang 
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.  

17. Perusahaan adalah: 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, 

milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik 
badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara 

yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar 
upah atau imbalan dalam bentuk lain;  

b. usaha-usaha... 
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b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang 

mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain 
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

18. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan 
rencana ketenagakerjaan secara sistimatis yang dijadikan 

dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan 
pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang 

berkesinambungan. 

19. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan 
analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, 

naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna 
tertentu mengenai ketenagakerjaan. 

20. Bursa Kerja adalah tempat penyelenggaraan  pelayanan 
antar  kerja. 

21. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk 
memberi, memperoleh, meningkatkan, serta 
mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, 

sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian 
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau 

pekerjaan. 

22. Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang 

menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

23. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan 

pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang 
dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar 

program pelatihan yang ditetapkan. 

24. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang 

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga 
pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah 
bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh 

yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang 
dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai 

ketrampilan atau keahlian tertentu. 

25. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk 

mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, 
sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang 
sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan 

pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai 
dengan dengan kebutuhannya. 

26. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya 
disingkat K3 adalah upaya keselamatan dan kesehatan kerja 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan 
meningkatkan derajat kesehatan para Pekerja/Buruh dengan 
cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 

pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, 
pengobatan, dan rehabilitasi. 

27. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah 
warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di 

wilayah Indonesia. 

 

 

28. Rencana... 
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28. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya 

disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada 
jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk 

jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau 
pejabat yang ditunjuk. 

29. Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PK adalah 
perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 
kewajiban para pihak. 

30. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

Pekerja/Buruh berdasarkan PK, yang mempunyai unsur 
pekerja, upah, dan pemerintah. 

31. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang 
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang 

dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 
pekerja/buruh, dan Pemerintah yang didasarkan pada nilai-
nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

32. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selanjutnya disingkat 

SP/SB adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan 
untuk Pekerja/Buruh baik di perusahaan maupun di luar 

perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 
demokrasi, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 
membela serta melindungi hak dan kepentingan 

Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan 
Pekerja/Buruh dan keluarganya. 

33. Lembaga Kerja Sama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS 
Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu 
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan 
serikat Pekerja/Buruh yang sudah tercatat di instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur 
pekerja/buruh. 

34. Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS 
Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan 

musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang 
anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat 
pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. 

35. Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat  PP adalah 
peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang 

memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 

36. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB 

adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara 
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan 
pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan 

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 
kewajiban kedua belah pihak. 

 

 

 

37. Penyerahan... 

 


